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Pendahuluan 
Gagasan konsep dan pengembangan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan fondasinya 
telah diletakkan oleh Stockholm Declaration 1972, The World Commission on Environment 
and Development (WCED) dalam laporannya(1987) “Our Common Future”, Rio Declaration 
1992, KTT Johannesburg 2002 yang pada intinya menegaskan bahwa pembangunan 
berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa 
mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri 
(prinsip keadilan dalam satu dan antar generasi) yang ditopang oleh tiga pilar yaitu 
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup sebagai 
suatu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Dalampembangunan berkelanjutan 
terkandung prinsip bahwaperlindungan lingkungan hidup menjadi bagian yang integral dari 
proses pembangunan dan pendekatan pencegahan melalui penilaian dampak lingkungan 
terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan 
sedini mungkin dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. 
Menurut Daud Silalahi,3 terjadi perubahan konsep pengaturan hukum sektoral ke dalam 
konsep hukum pengelolaan yang bersifat ekologis dan komprehensif dengan menekankan 
perhatian pada pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) menempatkan 
pembangunan berkelanjutan sebagai arah kebijakan lingkungan hidup. Sebagai arah 
kebijakan lingkungan hidup, konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 
tentunya harus menjadi spirit dan guidance pengelolaan lingkungan hidup. 
Pentingnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai arah kebijakan lingkungan 
hidup didasarkan pada suatu kesadaran sebagaimana tertuang dalam konsideran UUPPLH 
2009 yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah 
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makluk hidup lainnya sehingga perlu 
                                                            1Makalah disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan dan Gerakan Aksi dengan tema Ketaatan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Kota Bengkulu yang berkelanjutan, BLHD Kota Bengkulu, Aula Hotel Amaris Kota Bengkulu, 22 Agustus 2016. 2Dosen Hukum Lingkungan Bagian Hukum Administrasi dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum UNIB 3Daud Silalahi, AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Suara Harapan Bangsa, 2011, hlm. 6 
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dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan 
konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan dan penegakan hukum, yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup agar tetap terpeliharanya daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup.4 
Aspek pengendalian mendapatkan porsi yang lebih dalam UUPPLH 2009.Terdapat 43 Pasal 
dari 127 Pasal UUPPLH 2009 yang memuat ketentuan dalam rangka pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Demikian pula, UUPPLH 2009 
menetapkan 12 plus instrumen yang dapat didayagunakan untuk pencegahan pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu KLHS, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan 
Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, Perizinan (Izin 
Lingkungan, Izin Usaha dan/atau Kegiatan), Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, 
peraturan perundang-undangan berbasiskan lingkungan hidup, anggaran berbasiskan 
lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan 
dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.Dimana UUPPLH 2009 memfungsikan Izin 
Lingkungan di level perencanaan usaha/kegiatan untuk memastikan pertimbangan 
perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL 
terintegrasi dengan izin usaha/kegiatan sebagaimana dapat dipahami dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27 Tahun 2012). 
Esensi Izin Lingkungan 
Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan memberi 
izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.5Di mana, salah satu motif penguasa 
                                                            4Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia , makluk hidup lain  dan keseimbangan antara keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya. 5N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 70 
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menggunakan sistem izin adalah untuk mencegah bahaya bagi lingkungan (melahirkan izin-
izin lingkungan).6 
Izin lingkungan (milieu vergunning) merupakan instrumen hukum publik yang berupa 
pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan, memberi kemungkinan untuk 
menetapkan peraturan yang tepat terhadap suatu kegiatan dengan cara melekatkan  
persyaratan-persyaratan yang dikaitkan dengan izin tersebut. Perizinan lingkungan dengan 
demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan.7Izin 
lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang.Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan 
dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan.Sebagai bentuk pengaturan 
langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan 
menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan 
dan/atau merusak lingkungan hidup.Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, 
yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicamtumkan 
sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk 
menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk 
pencabutan izin.8 
Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
izin.Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada 
pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada 
kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut atau bahkan tanpa izin 
berdampak merugikan dalam arti luas.9 Sesuatu aktivitas yang secara umum dilarang, 
dengan adanya izin menjadi diperbolehkan atau diperkenankan.Bahkan, pada peristiwa 
tertentu, melakukan hal yang semula dilarang dan kemudian diizinkan itu menjadi 
kewajiban.10 
Kelemahan pengaturan dan penerapan AMDAL dan UKL-UPL pada masa berlakunya UULH 
1997 melatarbelakangi gagasan untuk memperkuat kedudukan AMDAL dan UKL-UPL dalam 
UUPPLH 2009.Kelemahan tersebut di antaranya AMDAL dan UKL-UPL belum terintegrasi 
                                                            6Ibid. 7Th. G. Drupsteen, Pengantar Hukum Perizinan Lingkungan, (Penyunting: Siti Sundari Rangkuti), Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1992, hlm. 17 8Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 148-149 9Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 58 10Ibid. 
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dengan sistem perizinan dan pengawasan.Meskipun AMDAL sebagai prasyarat wajib untuk 
mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan, namun terhadap pelanggaran ini tidak 
dirumuskan sanksinya secara tegas, termasuk implikasinya terhadap perizinan.Bahkan 
terdapat indikasi bahwa AMDAL dilaksanakan hanya untuk memenuhi peraturan perundang-
undangan.Bahkan sebagian besar izin usaha dan/atau kegiatan di semua sektor 
pembangunan diberikan oleh pejabat yang berwenang sebelum dokumen AMDAL-nya 
disetujui.Hal ini berarti izin tersebut dikeluarkan sebelum adanya keputusan kelayakan 
lingkungan hidup.11 
Bertitik tolak dari kelemahan pengaturan dan penerapan AMDAL dan UKL-UPL di bawah 
UULH 1997 tersebut, pengaturan tentang AMDAL dan UKL-UPL dalam UUPPLH 2009 
diperkuat di antaranya dengan mengintegrasikan AMDAL dan UKL-UPL dengan sistem 
pengawasan dan penegakan hukum. Pengintegrasian tersebut terlihat dalam pengaturan 
berikut:12 
a. Menjadikan AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan izin 
lingkungan (Pasal 36); 
b. Kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menolak permohonan izin 
lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 37); 
c. Adanya ketentuan sanksi pembatalan izin lingkungan baik oleh pejabat yang 
berwenang maupun PTUN atas dasar ketentuan Pasal 37 ayat 2.  
d. Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha/kegiatan dibatalkan 
(Pasal 40). Dalam hal usaha/kegiatan tetap beroperasi tanpa izin lingkungan 
maka dapat diancam dengan pidana (Pasal 109). 
e. Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, 
pembekuan izin lingkungan hingga pencabutan izin lingkungan (Pasal 76). 
f. Adanya ancaman sanksi pidana bagi pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan 
tanpa dilengkapi AMDAL dan UKL-UPL (Pasal 111 ayat 1). Ancaman pidana juga 
diberikan kepada pejabat yang mengeluarkan izin usaha/kegiatan tanpa 
dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat 2).     
                                                            11Henri Subagiyo (penyunting), Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ICEL, Jakarta, 2014, hlm. 130-131 12Ibid.,hlm. 132. 
5  
Dalam penjelasan umum PP 27 Tahun 2012 dinyatakan bahwa tujuan diterbitkannya Izin 
Lingkungan antara lain: (1) untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup 
yang lestari dan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau 
kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; (3) memberikan kejelasan 
prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk 
usaha dan/atau kegiatan; dan (4) memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau 
kegiatan.  
Pengintegrasian Pertimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup  
Marjan Peeters,13 mengemukakan pentingnya melakukan integrasi ekternal maupun 
integrasi internal komponen pembangunan berkelanjutan. Integrasi eksternal pada 
pokoknya menghendaki perlindungan lingkungan hidup diintegrasikan dalam kebijakan 
sektor pembangunan.Sementara, integrasi internal menghendaki integrasi hukum 
lingkungan yang koheren dan konsisten dengan sepenuhnya memperhitungkan aspek-aspek 
ekologi.Dalam kerangka pengintegrasian pembangunan berkelanjutan tersebut, UUPPLH 
2009 mewajibkan pengintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam 
setiap rencana usaha/kegiatan yang dikaitkan dengan sistem perizinan. Hal ini menurut 
penjelasan umum PP 27 Tahun 2012 penting dilakukan, agar pemanfaatan sumber daya 
alam (dalam setiap usaha/kegiatan) dilandasi oleh tigapilar pembangunan berkelanjutan, 
yaitu menguntungkan secara ekonomi(economically viable), diterima secara sosial (socially 
acceptable), dan ramahlingkungan (environmentally sound). Pengintegrasian pertimbangan 
perlindungan lingkungan hidup tersebut dibedakan berdasarkan 3 jenis usaha dan/atau 
kegiatan, yaitu: 
1. Usaha dan/atau kegiatan Wajib AMDAL 
Pasal 22 UUPPLH 2009 menentukan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 1 angka 11 
UUPPLH 2009 menyatakan bahwa Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu 
usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan. Usaha 
dan/atau kegiatan wajib AMDAL tersebut merupakan usaha dan/atau kegiatan 
yangmemenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UUPPLH 2009 dan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana 
                                                            13Marjan Peeters dalam Edra Satmaidi, Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD, 2015, hlm. 133 
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Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (Permenlh 5 Tahun 2012). Dalam Lampiran 1 Permenlh 5 Tahun 2012 ini telah 
ditetapkan 14 bidang yang meliputi 72 jenis kegiatan lengkap dengan ukuran 
skala/besaran dan alasan ilmiah khusus kegiatan wajib AMDAL. Namun perlu diingat 
bahwa tidak masuknya rencana usaha/kegiatan tertentu dalam daftar Permenlh 5 Tahun 
2012 tidak secara otomatis bebas AMDAL karena ada proses penapisan terlebih dahulu 
untuk menentukan apakah rencana usaha/kegiatan wajib/ tidak wajib memiliki AMDAL. 
Ketentuan mengenai penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL mengacu pada PP 27 
Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Permenlh 16 Tahun 2012) dan 
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata 
Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin 
Lingkungan (Permenlh 08 Tahun 2013). 
2. Usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL 
Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan 
hidup atau tidak wajib AMDAL, menurut Pasal 34 UUPPLH 2009 diwajibkan memiliki UKL-
UPL di mana penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 
UKL-UPL berada pada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Pasal 1 angka 12 UUPPLH 2009 menyatakan bahwa UKL-UPL adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan. Ketentuan mengenai penyusunan dan 
pemeriksaan UKL-UPL mengacu pada PP 27 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 
2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta 
Penerbitan Izin Lingkungan. 
3. Usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL 
Pasal 35 UUPPLH 2009 menentukan bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat suratpernyataan kesanggupan pengelolaan 
dan pemantauan lingkunganhidup apabila jenis usaha dan/atau kegiatan memenuhi 
kriteria: (a) tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting; dan (b) merupakan 
kegiatan usaha mikro dan kecil.Dalam Permenlh 16 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Surat 
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup yang 
selanjutnya disebutSPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha 
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dan/atau kegiatan untuk melakukanpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
atasdampak lingkungan hidup dari usaha dan/ataukegiatannya di luar Usaha dan/atau 
kegiatan yang wajibamdal atau UKL-UPL.Ketentuan mengenai penyusunan dan verifikasi 
SPPL mengacu pada Permenlh 16 Tahun 2012 dan Permenlh 08 Tahun 2013. 
Pengkatagorian ini membuktikan bahwa betapa pun kecilnya sebuah kegiatan usaha 
berkemungkinan untuk menimbulkan masalah lingkungan 
 AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha/Kegiatan 
 Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan 
pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya 
prinsip pembangunan berkelanjutan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh 
berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya.  Dengan 
adanya analisis dari tingkat perencanaan, langkah pengendalian dampak negatif dan 
pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. 
 UUPPLH 2009 memaknai pengendalian sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup 
dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengandung tiga aspek pokok 
yaitu Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan.AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan 
merupakan instrumen PENCEGAHAN pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Izin lingkungan menjamin pengintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup 
yang tertuang dalam dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL dalam rencana usaha 
dan/atau kegiatan yang menjadi dasar penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan.  
 Secara implisit kedudukan izin lingkungan tersebut terlihat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH 
2009 yang menyatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Menurut Takdir Rahmadi,14 dari rumusan Pasal 1 
angka 35 UUPPLH 2009 dapat dipahami bahwa izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan 
usaha yang wajib AMDAL dan UKL-UPL. Karena AMDAL dan UKL-UPL diberlakukan atas 
kegiatan-kegiatan yang membuang limbah maupun kegiatan-kegiatan yang mengambil 
sumber daya alam, dengan demikian berarti izin lingkungan diberlakukan atas kegiatan yang 
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup.  
 
                                                            14 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 110 
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Terdapat beberapa ketentuan pasal dalam UUPPLH 2009 yang menempatkan peran sentral 
izin lingkungan dalam sistem perizinan terkait pengeloaan lingkungan hidup, sebagaimana 
dapat dikemukakan di bawah ini. 
Pasal 36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPLwajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkanberdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  Pasal 37 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau  c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.  Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izinusaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan,penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. 
Jika dicermati Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 40 UUPPLH 2009 terdapat keterpaduan prosedur 
antara AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Izin Usaha dan/atau Kegiatan dalam kerangka 
sistem perizinan. AMDAL atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif lingkungan 
yang menjadi bagian integral dari sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan baru dapat 
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya surat keputusan kelayakan 
lingkungan hidup (SKKLH) yang didasarkan hasil penilaian dokumen AMDAL atau 
rekomendasi UKL-UPL. Demikian pula, Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selain sebagai persyaratan ditegaskan pula 
bahwa Izin Lingkungan terintegrasi dengan izin usaha dan/atau kegiatan yang dapat 
dipahami dari ketentuan: (1)apabila Izin Lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan 
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dibatalkan; dan (2) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan izin 
lingkungan wajib diperbaharui.Hubungan antara AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan Izin 
Usaha dan/atau kegiatan dalam keterpaduan sebagai suatu sistem perizinan dapat 
digambarkan pada bagan alir di bawah ini. 
 
Mencermati Ketentuan PP 27 Tahun 2012 dan Permenlh 08 Tahun 2013 
Pasal 42 dan Pasal 47 PP 27 Tahun 2012 menyatakan bahwa permohonan Izin Lingkungan 
disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan 
UKL-UPL. Begitu pula penerbitan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan 
diterbitkannyaKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. Izin 
Lingkungan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh: 
a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri; b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan c. bupati/walikota, untuk Keputusan KelayakanLingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yangditerbitkan oleh bupati/walikota.  Dalam Pasal 16  dan Pasal 27 ayat (3) Permenlh 08 Tahun 2013 dinyatakan bahwa 
Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL paling 
sedikit memuat: 
a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 
10  
c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak atau  upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yangakan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain; d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan atau pernyataan persetujuan UKL-UPL; e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan atau persetujuan UKL-UPL; f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan LingkunganHidup atau UKL-UPL  Sementara, dalam Pasal 17 dan Pasal 28 Permenlh 08 Tahun 2013 ditentukan bahwa (1) 
Izin Lingkungan paling sedikit memuat: 
a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL; b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris meliputi: (1). nama usaha dan/atau kegiatan; (2). jenis usaha dan/atau kegiatan; (3). nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatandan jabatan; (4) alamat kantor; dan (5). lokasi kegiatan; c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain: (1) persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL atau UKL-UPL; (2). memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan (3). persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain: (1). memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan; (2). menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkunganselama 6 (enam) bulan sekali; (3). mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan (4). kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; f. hal-hal lain, antara lain: (1) pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; (2) pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud;dan h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan. (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5(lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.  
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Dari penjelasan PP 27 Tahun 2012 dan Permenlh 08 Tahun 2013 terdapat ketentuan yang 
berkaitan dengan persyaratan dan kewajiban dalam penerbitan izin lingkungan yaitu 
mencantumkan jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup yang 
diperlukan dan harus diperoleh oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Di sini 
perlu dipahami bahwa antara izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup (izin PPLH) merupakan suatu hal yang berbeda. Izin lingkungan 
diterbitkan pada tahap perencanaan usaha/kegiatan yang diterbitkan berdasarkan 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi persetujuan UKL-UPL, 
sementara izin PPLH harus diperoleh pada tahap operasional suatu usaha/kegiatan, atau 
pada tahap usaha/kegiatan telah berjalan berdasarkan suatu izin usaha/kegiatan. Namun 
untuk memastikan izin PPLH tersebut dipenuhi oleh penanggung jawab usaha/kegiatan 
maka izin PPLH tersebut  diintegrasikan dan menjadi persyaratan dan kewajiban  dalam izin 
lingkungan. Tentunya ketentuan ini akan mengikat penanggung jawab usaha/kegiatan, 
sebab izin lingkungan menjadi persyaratan dalam menerbitkan izin usaha/kegiatan. Apabila 
penanggung jawab usaha/kegiatan tidak memenuhi kewajiban izin PPLH maka izin 
lingkungan dicabut.Dengan dicabutnya izin lingkungan, maka menurut Pasal 40 UUPPLH 
2009 izin usaha/kegiatan dibatalkan. 
Pasal  48 (2) dan penjelasannya PP 27 Tahun 2012 menyatakandalam hal Usaha dan/atau 
Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan  pengelolaan 
lingkungan hidup (izin PPLH),  Izin Lingkungan mencantumkan  jumlah dan jenis izin PPLH 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin PPLH tersebut antara lain:  
1. izin pembuangan limbah cair; 
2. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah; 
3. izin penyimpanan sementara limbah B3  
4. izin pengumpulan limbah B3; 
5. izin pengangkutan limbah B3 
6. izin pemanfaatan limbah B3 
7. izin pengolahan limbah B3 
8. izin penimbunan limbah B3 
9. izin pembuangan air limbah ke laut; 
10. izin dumping 
11. izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting 
 Status Izin Usaha dan/Kegiatan yang belum memiliki Izin Lingkungan sebelum 
berlakunya UUPPLH 2009 dan PP 27 Tahun 2012 
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 1. Ketentuan Peralihan UUPPLH 2009 
a. Pasal 121 UUPPLH 2009 menyatakan (1) pada saat berlakunya UU ini, dalam 
waktu paling lama 2 tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki 
izin usaha dan/atau kegiatan tetapi: (a) belum memiliki dokumen amdal wajib 
menyelesaikan audit lingkungan hidup; (b) belum memiliki UKL-UPL wajib 
membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. 
b. Pasal 123 UUPPLH 2009 menyatakan segala izin di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 
1 (satu) tahun sejak UU ini ditetapkan. Ketentuan ini kemudian diterjemahkan 
oleh Pasal 48 ayat (2) dan penjelasannya PP 27 Tahun 2012 dengan izin PPLH 
yang diintegrasikan dengan izin lingkungan.   
Terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 121 UUPPLH 2009 telah terbit Surat 
Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B-
/4134/MENLH/KP/12/2013 perihal arahan pelaksanaan Pasal 121 UUPPLH 2009 
tertanggal 27 Desember 2013 yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan 
Walikota yang pada intinya menegaskan: 
1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen amdal sampai 
dengan batas waktu 3 Oktober 2011 belum memenuhi kewajiban 
menyelesaikan audit lingkungan hidup maka dikualifikasikan sebagai 
pelanggaran Pasal 121 ayat (1) UUPPLH 2009; 
2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki UKL-UPL sampai dengan 
batas waktu 3 Oktober 2011 belum memenuhi kewajiban menyelesaikan 
dokumen pengelolaan lingkungan hidup maka dikualifikasikan sebagai 
pelanggaran Pasal 121 ayat (2) UUPPLH 2009 
3. Terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan yang belum menyelesaikan Audit 
Lingkungan Hidup atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sampai batas 
waktu 3 Oktober 2011, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai ketentuan Pasal 
76 UUPPLH 2009 menerapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis 
(paling lambat 18 bulan sejak surat edaran ini ditetapkan) yang isinya 
memerintahkan penanggungjawab usaha/kegiatan untuk membuat dokumen 
lingkungan hidup (paling lambat 6 bulan sejak sanksi teguran tertulis 
diberikan). 
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4. Dalam hal penanggungjawab usaha/kegiatan tidak menyelesaikan kewajiban 
menyusun dokumen lingkungan hidup sampai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan maka dikenakan ketentuan Pasal 109 UUPPLH 2009.  
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2. Ketentuan Penutup PP 27 Tahun 2012 
Pasal 73 PP 27 Tahun 2012 menegaskan bahwa dokumen lingkungan yang telah 
mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, dinyatakan 
tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan. Berdasarkan ketentuan ini, 
berarti semua izin usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL setelah 
berlakunya PP 27 Tahun 2012 ini wajib mengurus izin lingkungan dengan 
berpedoman pada PP 27 Tahun 2012 dan peraturan pelaksananya yaitu Permenlh 16 
Tahun 2012 dan Permenlh 08 Tahun 2013.  
Penutup 
Mengingat begitu urgennya Izin Lingkungan sebagai instrumen pengendalian pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan menjamin pengintegrasian perlindungan 
lingkungan hidup (yang telah dikaji dan dimuat dalam AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL) 
dalam rencana usaha/kegiatan, yang kemudian izin lingkungan tersebut menjadipersyaratan 
untuk menerbitkan izin usaha/kegiatan, maka sudah seharusnya pelaksanaan Amdal dan 
UKL-UPL, dan pengurusan izin lingkungan harus lebih sederhana dan bermutu, serta 
menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen 
ini dapatdigunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif (penerbitan izin 
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